
 
 

 
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 

NOMOR   6   TAHUN 2010  
 

TENTANG  
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006-2026  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SINTANG, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan 
pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil 
dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memerlukan 
adanya Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
sebagai arah dan prioritas pembangunan daerah secara 
menyeluruh;  

 
b. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 
 

c. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 
Sintang merupakan kerangka dasar pengelolaan pembangunan 
daerah yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan 
Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Sintang tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006–2026; 

     
 
 
 
 
                                                                                                                     Mengingat… 

 
            



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

                                                                       
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi, Dan Nepotisme  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

 
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

 
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4412); 

 
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 
 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

 
                                                                      9.  Undang-Undang… 
 
 



9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

      
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4444); 

 
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

 
17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor  140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 
 

18. Undang-Undang Nomor  36 Tahun  2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

 
                                                                                                     19. Peraturan… 
 
 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

           
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4741); 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4817); 

 
26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 
 

28. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 

 
 
 

 
                                                                                                     29. Peraturan… 
 
 



29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1); 

 
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang 
Nomor 2); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama  
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG  
dan 

BUPATI SINTANG  
 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006-2026. 

 
        
            

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

 
 

 
                                                                                3. Pemerintah... 

 
 



3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sintang dan Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

                                                                                         
4. Bupati adalah Bupati Sintang. 

                                                                                             
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang yang 

selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah 
dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2025.  

 
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang 

Tahun 2006-2026 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah 
Dokumen Perencanan Pembangunan Daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan 
tahun 2026. 

 
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang 

selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) 
tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM 
Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-
2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020-2024.  

 
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah adalah Dokumen 
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati 
dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan 
RPJM Nasional. 

         
   

BAB II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  

  
Pasal 2 

 
(1) Program Pembangunan Daerah periode 2006–2026 dilaksanakan 

sesuai dengan RPJP Daerah.  
 
(2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
ini. 

 
 

 
 
                                                                                                                  Pasal 3... 
 

 



Pasal 3 
 

RPJP Daerah merupakan kerangka dasar pengelolaan 
pembangunan daerah yang memuat Visi, Misi, dan Arah 
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang  periode 2006-
2026 dengan berpedoman pada RPJP Nasional  dan memperhatikan 
arah RPJP Provinsi Kalimantan Barat.                                                                    

 
Pasal 4 

 
(1) RPJP Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

 
(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, 
Misi, dan Program Bupati. 

 
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

 
Pasal 5 

 
(1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian dan Evaluasi 

pelaksanaan RPJP Daerah.  
 

(2) Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Daerah 
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                            Agar... 
 
 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Sintang.  

 
 

Ditetapkan di Sintang 
pada tanggal 24 November 2010 
 
BUPATI SINTANG, 

 
       
            TTD 

 
 

MILTON CROSBY 
 

 
Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 23 Desember 2010 
 
PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,  
 
       
                 TTD  
 
 
ZULKIFLI  HAJI  AHMAD 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2010 NOMOR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG 
 

NOMOR   6   TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 

KABUPATEN SINTANG TAHUN 2006-2026 
 

 
 
 
I.     UMUM 
 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem 
perencanaan pembangunan nasional, yang disusun secara berjangka mulai untuk 
jangka waktu tahunan, jangka menengah 5 (lima ) tahun dan jangka panjang 20 
(dua puluh) tahun. Sehubungan dengan perencanaan pembangunan jangka 
panjang daerah, ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat 
(3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sintang Tahun 
2006-2026 ini adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah secara 
komprehensif periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai 
dengan tahun 2026, yang disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus 
menjadi acuan bagi Pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan cita-cita 
dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang 
disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku 
pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, saling melengkapi satu dengan 
lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak, dan adanya konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di 
Kabupaten Sintang.  

 
Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan pembangunan Nasional, dinyatakan bahwa RPJP Daerah 
memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP 
Nasional. Dengan demikian, dokumen RPJP Kabupaten Sintang Tahun 2006-
2026 ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal mendasar sehingga 
memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana pembangunan 
jangka menengah 5 (lima) tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 
 

 
 

                                                                                                           Penyusunan… 
 

 



Penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Sintang Tahun 2006-
2026 ini berpedoman pada landasan idiil yaitu Pancasila, landasan konstitusional 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan landasan 
operasional yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
pembangunan Kabupaten Sintang. Selain itu, Peraturan Daerah ini disusun 
dengan mengacu pada RPJP Nasional dan memperhatikan RPJP Provinsi 
Kalimantan Barat sesuai karakteristik dan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten 
Sintang.  

                                                                                                                               
Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Sintang ini disusun dengan 
memperhatikan kondisi umum Kabupaten Sintang, tantangan yang dihadapi 
dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, dan dengan memperhitungkan modal 
dasar yang dimiliki. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka visi pembangunan 
Kabupaten Sintang tahun 2006-2026 adalah KABUPATEN SINTANG YANG 
MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA, dengan tetap mengacu pada pencapaian 
tujuan nasional yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi, sejahtera dan 
cerdas serta berkeadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila 
sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.  
 
Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Sintang ini terdiri dari 4 bab dan 6 
pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, 
pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan Lampiran 
yang merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah 
tentang RPJP Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 yang berisi Visi, Misi, dan 
Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026. 
Selanjutnya Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Sintang  ini akan 
menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Kabupaten Sintang untuk jangka waktu lima tahunan. 
 

 
II.  PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 
 

Cukup Jelas. 
 

Pasal 2 
 

Cukup jelas. 
 

Pasal 3 
  

Maksud dari RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional dan 
memperhatikan RPJP Provinsi Kalimantan Barat adalah bukan untuk 
membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, 
sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat 
daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan 
platform RPJP Nasional. RPJP Daerah dijabarkan lebih lanjut oleh Bupati 
berdasarkan visi dan misi dirinya yang diformulasikan dalam bentuk RPJM 
Daerah. 
 

 
 

Pasal 4… 
 
 
 



Pasal 4    

Cukup Jelas. 

 
Pasal 5   

 
   Ayat (1)             

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan 
oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasi oleh 
Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 
Pengendalian dan Evaluasi yang dilaksanakan menyangkut : 
a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; 
b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan 
c. Hasil Rencana Pembangunan. 
 

Ayat (2) 
 

                              Cukup jelas. 
 

Pasal 6     

Cukup Jelas. 

 

 

      TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 6 
 

 
 


